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RENCANA KERJA PEMERINTAH 

I 

WALIKOTA TOMOHON, 

Menimbang 
. 

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 ayat' (2) huruf c, 
Pasal 264 ayat (2) Uhdang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal lf9 ayat (2) 
Peraturan Menteri I)alam Negeri "Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan] Peraturan Pemerintah Nornor 8 Tahun 
2008 tentang 1ahapan, Tatacara Penyusunan, 
Pengendalian, dan' Evaluasi Pelaksanaan Rencana . 
Pembangunan Daerah serta Pasal 5 ayat [l] Peraturan .'. 
Menteri' Dalam Ne~eri Nomor ~8 Tahun .. 201~ tentang: .. !\ 
Pedoman Penyusunan, .Pengendalian dan Ef.altias1 Rencana , l: 
J{~rj~ Pemerintah P.4~r@· T$.w,. ~O I 7; P.~#µ m~P.~~P.~ '· 
Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah : , 
Daerah Kota Tomohon Tahun 2017; .r : 

I r 
\I 
'i Mengingat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota 
Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan 
Lembaran Negaia Republik Indonesia Nornor 4273); 

0 ! ' I l I . • 

Undang-Undang Nomor 25 · Tahun 2004 'tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan] Nasional 
(Lembaran Neg~a Republik Indonesia Tf!lhun 2004 
Nomor 104, T~bahan 'Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); ·· ._ ·j . · 
Undang-Undan~ Nomor 17 Tahun ~~07 tentang \'; t 
Rencana Pembangunan Jangka ·PanJai;ig Nasional ,' ·1 

Tahun ;2005 -: 2025 {LemJ.?aran Negara Republik 1j 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 1 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan : Peraturan Perundeng-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2011 
Nomor 82, Ta,ibahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); ' 
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NOMOR 7 TAHUN. 2016 ·· 

 TOMOHON 
PROVINSI SUWESI UTARA 

TENTANG 
I 
'. 

DAERAHKOTA TOMOHON
 

TAHUN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
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Menetapkan : 

-21- 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun: 20~4 tentang 
Pemerifi.tanafi Daer-an. (Lembaran Negara ReptibliK 
Indonesia Taht.m 2014 Nomor 244~ I Tambahan 
Lembaran Negdra Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana tbtah diubah beberapa khli terakhir 
dengan Undang}Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan K1u.a atas Undang-Undangl Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.Il.embaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 20USi.,,Nomor .s·s, I v., . I ·- (._ 

Tambahan Lembaran Negara Republik. · Indonesia 
Nomor 5679); 

1 

[ 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
I . . 

Tahapan, Tataeara Penyusunan, Pengendalian dan 
I ' Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negfll:a Republik Indonesia ~ahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); I 
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2Q15 tentang 
Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2015 - 2«;)19; . 

' 

6. 

7. 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun · 
2010 tentang Pelaksanaan Pera~-. Pemerintah . · 
Nomor 8 Tahu;n 2008 Tentang Tahapan, Tatacara 
Penyusunan, Pepgendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan .· 
Rencana Pembangunan Daerah; [ 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor, 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

\, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun i 

2016 ten tang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Rencana · Kerja Pemerintah Dserah Tahun 
2011; I . 
Peraturan Daenµi Kata 'J'omohon Nomor 41Tahun 2011 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

I . .. ' Daerah Kota Tomohon T;ahun 2005 - 2025; 
I . t 

9. 

10. 

11. 

' 
MEMUTUSKAN: 

Pasal 1 
' 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Tomohon di Prt>vinsi Sulawesi Utara. I ' 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepal~ daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. I ; 

3. Perangkat Daerah yang selanjutny4 disingka.t PD adalah unsur pembantu 
Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah. ! [. , 

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjufnya : disebut · 

I I I 
! 

, dengan Bappeda adalah unsur p~ penyelenggaraan ~ 



I • 0 
v, ,. 3 1\. - ·- • •'• 

yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan, meris~~:rgikan q~ 
mengnarmofiisasika.fi pen.yuslifi~, pengenoalian, a~ evaluasi 
pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 1 

5. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan' RKP adalah 
dokumen perencanaan nasional urituk periode 1 (satu) tahun.! 

6. Rencana Pembangunan Jangka .Menengah Daerah yang I selanjutnya 
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 
(lima) tahun. 1 • 

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 [satu] tahun atau 
disebut dengan rencana pemerintah tahunan daerah. ! 

8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD 
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 [satu] 
tahun. ! 

9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya dlsingkat KUA adalah dokumen 
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan 
serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. · 

10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat 
PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksiinal 

··''j\ anggaran yang diberikan kepada setiap Perangkat Daerah untuk setiap 
· -, Il-' program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum dibahas 

bersama DPRD. 
11. Anggaran Pendapatan dan Belanj1a Daerah yang selanjutnya disingkat 

dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah 
yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD 
yang ditetapkan dengan Peraturan Oaerah. j 

I 
Pasal 2 

I 

(1) RKPD_ disusun dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran dan merupakan bagian y,~g tidak terpisahkan d$p · Peraturan 
Walikota ini. ' . . ·. . . .,. [. '. . ~ ; 

(2) RKPD terhitung mulai tanggal 1 -Januari 20:17 dan berakhir.pada tanggal 
31 Desember 2017. 1 

• • • 
1 

•• ·,' : 

~3 
' 

(1) RKPD menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun 
rancangan APBD Tahun 2017. 1 

(2) RKPD menjadi pedoman penyempurnaan Renja PD. 
I 

Pasal4 
I 

( 1) Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi RKPD. 
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud 

meliputi: 1• 
• 

a. pengendalian kebijakan; 
b. pengendalian pelak:sanaan; dani 
c. evaluasi hasil. ' 

pada ayat (1), 

I' I 

(1) Pengendalian kebijakan sebagaimana dimaksud dalam P~s~: 4 ~yat (2) · .. 
huruf a, untuk menjamin bahwa ~D telah disusun sesuai tahapan dan 
tatacara yang clitetapkan dalam ijeraturan perundang-undangan, telah 
selaras dengan sasaran, strategi, arah kebijakan, program ~µibsrgunan~ 

I 
I 

·t{ 1 · · 
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daerah, dan program perangkat daerah yang ditetapkan dalam RPJMD, 
RKP aan program sttategis nasional, , I · 

(2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) 
huruf b, untuk menjamin bahwa I prioritas dan sasaran pembangunan, 
rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta indikator kinerja, 
dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan 
rancan_gan KUA . dan PPAS seba~ landasan penyusunan · rancangan 
APBD Tahun 2017. ; 

(3) Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat. (2) huruf c, 
dilaksanakan untuk menilai daya serap, capaian _;· target kinerja 
program/kegiatan mencakup masukan (input), keluaran (output), dan 
hasil (outcome) yang telah ditetapkan dalam RKPD. ! 

It I I 

Pa~6 ' I 

Walikota dan/atau Wakil Walikota rnelakukan pembinaan dan pengawasan 
terhadap penyusunan, pengendalian dan evaluasi RKPD. · I 

' 

Pasal 7 
I 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. l 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya d~am Berita Daerah Kata T~~ohoncd 

~ 

• I 

Ditetapkan di Tomohon] 
pada tanggal 27 Mei. 2016 

MOBOHJ 

I 

. ' 
' '. PARAF KQORDINASI 

Wakil Walikota. 

Sekretaris Daerah 

Asisten Perekonomian & Pembangunan 

Inspektur Kota. 

pala Bagian Adm. Hukum Setda 

Diundangkan di Tomohon 
pada tanggal 27 Mei- 201· 6 

SEKRETARIS DAERAH, 

ARNOLD POLI 
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BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2016 NOMOR' ({52!! : 
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